KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAI’\I o
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : R1[ Pkt [Set/ teun.{ [2] 201
TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak,
perTu menetapkan  Peraturan  Direktur Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang

Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412)

2
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lipgk{mgan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republ‘ik
Ipdonesia 'quor 50_59); w k "
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemelr“intahén Daerah (Lembarén Negéra Rg:pﬁblik
Indones'iar ‘Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan
Lembaran Negara Republik quonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah quor 26 Tal‘lu_n 200“8 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48;
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesw.
Nomor 4833);

l?eratu}iéh Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fuﬁgsi Kementerian Negara
serta Susunan Organ‘isasi, T;Jgas, daﬁ Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimanﬁ_ telah bebérapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tal:x-un 2014;

Keputusan Presidenm Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian | dan
Pengangkatan Kablnet Kerja Tahun 2014 2019
Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan FungS1 Kabmet Kexja

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Peraturan Menten Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;
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11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan
Hak; .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN

SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG TATA
CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI HUTAN HAK. '

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas
tanah.

Hutan perseorangan/ badan hukum adalah hutan yang berada pada tanah
yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum
Adat.

. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani

hak atas tanah.

Pemohon hutan hak adalah Masyarakat Hukum Adat perseorangan secara
sendiri-sendiri maupun bersama—sama dalam kelompok atau badan hukum
yang memiliki hak untuk mengurus hutan hak.

Validasi adalah penelahaan terhadap kelengkapan dokumen permohonan.
Verifikasi adalah penelaahan‘ administrasi dan teknis terhadap pemohon
dan Hutan Hak di lapaﬁgan. | | | |
Hutan hak yang dimohon adalah kawasan hutan atau lahan berhutan di

luar kawasan hutan yang dimohonkan sebagai hutan hak.
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Hak atas tanah adalah hak sebagaimana .diatur dalam peraturan
géf}lndqng—undgngan. |

Mésyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun
temurun bermuklm d1 w11ayah geografis tertentu karena adanya 1katan
pada asal usul leluhur adanya hubungan yang kuat dengan 11ngkungan
hidup, serta adanya sistem n11a1 yang menentukan pranata ekonom1
‘pQ,htlk, sosial, dan hukum.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pgmerintahan di
bidang lingkungan hidup da}n kehutanan.m

Direktur Jenderal ada_lah Direktﬁf Jenderal yang membidangi Perhutanan
Sosial dan Kemitraan Lingkuhgan. | | - B
Direktur va‘dal-ah Di{cktur yang mempidangi Penanganan Konflik, Tenurial
dan Hutan Adat. h -

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yéng menjadi kewenangan daerah otonom. |

Unit Pelaksana Teknis yang selaﬁjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis yang mémbidapgi Perhut‘é;nan Sosial dan Kemitraén
Lingkungan ‘atau UPT 'yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk
menangani perhut_ana1:1 §t_>sial. | | |

Kelompok Kerja Perg:epé.tan Perhutanan Sosial selanjutnya disebut Pokja
PPS adalah kelompok kerjawyél;xg menangani percepatan penyelenggaraan
pgrhutane}p sosial. |

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tata cara

pelaksanaan venﬁkas1 dan validasi hutan hak secara transparan,
partlslpatlf akuntabel dan tidak dlskrlmmatlf dengan membenkan

kesempatan yang sama bagl lakl-lakl dan perempuan.
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(2) Verifikasi dan validasi hutan hak ‘bertujuan agar pemangku hutan hak
mendapat kepastié{n prosedur dalam pengakuén hutan hak.

(3) Ruang lingkup pedoman verifikasi dan validasi hutan hak meliputi:
a. pqngajuan permohonan hutan hak; | .'
b. validasi dokumen permohonan hutan hak; dan

c. verifikasi pemohon dan calon Hutan Hak.

BAB II
PENGAJUAN PERMOHONAN HUTAN HAK

Pasal 3
Permohonan hutan hak diajukan oleh :
a. orang perseorangan;
b. badan hukum berbentuk koperasi yang dibentuk oleh masyarakat
setempat; dan/ gtéu o -
€. masyarakat hukum adat.
| | Pasal 4
(1) Pemohon sebagaimana dimaksud ‘dalam Pasal 3 diajukan kepada Menteri
dilengkapi dokumen permohonan hutan hak dengan formulir se:bagaimfma
tércantum dalam Lampiran I yang merupakan baéian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini. ~ |
(2) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemohon dapat difasilitasi oleh UPT, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
Kesatuan l;éinangkﬁén Hutaﬁ (KPH) Perum Perhutani, Kelompok Kerja
Percepatan Perhutanan Sosial séi;empat (Pokja PPS), perguruan ti{lggi
setempat, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain untuk
pembuatan peta sebagai lampiran permohonan hutan hak kepada Menteri.
Pasal 5
(1) Dokurqen permohonan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
\avlyat (1) terdiri atas: |

é. data pémohon;

b. data hutan hak yang dimohon, dalam bentuk numerik dan‘ §pasja1;
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surat pernyataan dari pemohon untuk menetapkan tanahnya atau

wilayah adatnya sebagai hutan hak.

(2) Data pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk

perorangan dan badan hukum terdiri atas:

a.
b.
.
d.

nama pemohon;

nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon

alamat pemohon, dan/ atau

nomor akte pendirian dan perubahan khusus untuk badan hukum.

(3) Data pemohon hak sebagalmaﬁa dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk

Masyarakat Hukum Adat terdiri atas:

a.
b.

C.

nama Masyarakat Hukqm Adat;

nama ketua atau pemimpin Masyarakat Hukum Adat;

alamat domisili Masyarakat Hukum Adat;

d. peraturan daerah mengenai pengakuan Masyarakat Hukum Adat atau

produk hukum daerah lain jika berada di luar kawasan hutan; dan

. profil Masyarakat Hukum Adat yang memuat sejarah, sﬂsﬂah adat,

hukum adat, sosial, ekonom1 dan budaya.

(4) Data hutan hak yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas:

a.
b.

C.

letak dan luas hutan hak yang dimohon;
batas-batas hutan hak yang dimohon;
bukti hak atas tanah; dan

d. peta lokasi hutan hak yang dimohon.

(5) Peta lokasi hutan hak yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf d harus memenuhi ketentuan:

a. peta dasar dengan skala 1:50.000 atau disesuaikan dengan luasan hutan

hak yang dimohon menggunakan sistem koordinat peta geogrﬂaﬁs;

isi peta paling sedikit memuat batas yang dimohon hutan hak;

c. untuk permohonan hutan hak perseorangan/badan hukum, petai

ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa, camat,
kepala dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota yang membidangi

urusan pertanahan, lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
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d untuk permohonan hutan adat dalam satu kabupaten /kota, peta w1layah
adat harus d1tandatangan1 oleh bupati/walikota atau pejabat yang‘
dltunjuk oleh bupati/walikota; dan

e. untuk permohonan hutan adat lintas kabupaten/kota, peta w11ayah adat
harus ditandatangani oleh gubernur atau. pejabat yang ditunjuk oleh
gubernur; dan

f. untuk permohonan hutan adat lintas provinsi, peta wilayah adat
difasilitasi oleh Direktur Jenderal. |

BAB III
VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN HAK

Pasal 6

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur
atas nama Direktur Jenderal melakukan validasi.

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
kelengkapan dokumen permohonan hutan hak dengan format sebagalmana
tercantum dalam Lamplran II yang merupakan bagian tldak terplsahkan
dan Peraturan ini.

(38) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga)
h\ari kerja sejak quum;‘n permohonan diﬁerima. | |

- Pasal 7

(1) Dalam hal validasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) merpenuhi
persyaratan, Direktur nig:lakukan“vexjiﬁkasi lapangan‘.

(2) Déiam hal validasi sebagaimana dimaksud wl‘:).ada Pasal 6 ayat (2) tidak
rﬁemenuhi‘persyaratan, Direktur dalam waktu 3 (tiga) hari rﬁengembglikan
permohonan kepada 'pemol'l'on untuk dilengkapi.

(3) Untuk melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemohon dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

(4) Permohonan yang telah dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diajukan kembali kepada Menteri.
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BAB IV
VERIFIKASI PEMOi-ION DAN HUTAN HAK

Pasal 8
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh
Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Direktur.. | |
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
a. Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; |
c. S;tuah Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah
Provinsi /Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
d. UPT; dan/atau
e. Pokja PPS/ LSM
(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh unsur
Direktorat Jenderal.
Pasal 9
Tim Verifikasi melaksanakan tugas di lapangan untuk memastikan:
é. keberadaan dan keabsahan pemohon maupun dokumen permohonan;
b. keberadaan dan keébsahaﬁ hutan hak yang dimohon;
C. kdndisi tutupan lahan; dan
d. keberadaan hutan adat di dalam tata ruang provinsi dan kab/ kota.
Pasal 10
Verifikasi keberadaan dan keat?sahéil pemohon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pihak pemohon
dan disaksikan oleh kepala desa atau s'ebutanilainnya.
Pasal 11
Verifikasi keberadaan dan keabsahan objek hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara:
é. tumpang susun peta objek hutan hak yang dimohon dengan peta kawasan
hthan dan/atau peta pengelola hutan atau peta pemegang izin pemanfaatan

hutan dengan menggunakan program Sistem Informasi Geografis (SIG); dan
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b. pencocokan batas objek hutan hak yang dimohon antara di peta dengan
b;}és di lapangan dengan menggunakan alat Global Positioning System
aPS). .

Pasal 12
Verifikasi kondisi tutupan lahan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c
dllakukan dengan mehhat secara visual areal

a. berhutan; atau

b. tidak berhutan
R Pasal 13

(1) Hasil verifikasi d1tuangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Hutan Hak
dengan format sebagalmana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Berita Acara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas pemohon; |

b. iétak dlan luas' hutan hak;

c. keabsahan pemohon dan hutan hak yang dimohon;

d. kOIldlSl tutupan lahan; dan

€. luas hutan hak yang masuk kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

(3) Berlta Acara Verifikasi hutan hak sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

dltandatangam oleh ketua Tim dan disetujui oleh pihak pemohon.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Dlrektur Jenderal.
(5) Verifikasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terbitnya surat
perintah tugas bagi Tim Verifikasi.
Pasal 14
(1) Berdasarkan Berita Acara sebagﬁimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4),
Difektur Jenderal dalam waktu 5 (lima) hari kerja melapor kepada Menteri;
(2) Direktur Jenderal untuk atas nama Menteri, menetapkan hutan hak sesuai

dengan fungsinya.
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BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Verifikasi dan validasi yang telah dllakukan sebelum Peraturan ini diterbitkan

L

dlnyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
1ggal: 1% Februarl 2016

UR JENDERAL PERHUTANAN
SOSINL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Df. Ir. Hadi Daryanto, DEA
NIP 19571020 198203 1002

.

Salinan Peraturan Dirjen ini disampaikan kepada Yth:

1. Menten Lingkungan Hldup dan Kehutanan.

2. Sekretarls Jenderal Kementerlan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Inspektur Jenderal Kementerian ngkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Para Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kéhutanan.

5. S

Sekretaris Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

6. Para Dlrektur Llngkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemltraan L1ngkungan
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LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN

NOMOR ROV WA YR PR

TANGGAL  : |$ Rbrttas 2005

FORMULIR PERMOHONAN HUTAN HAK

A. Data Subjek Hutan Hak (Data Pemohon)
Untuk pemohon perorangan/ badan hukum
1. Nama
2. Nomor KTP
(Copy terlampir)
Alamat lengkap
Nomor telepon

..................................................................

...................................................................

...................................................................

------------------------------------------------------------------

ko

.................................

(Copy terlampir)

Khusus untuk pemohon Masyarakat Hukum Adat (MHA) / Kuasa
Nama MHA

Nama ketua Adat  : ..cooooiiiiiiiiieeceieeeceeeeeeeeeee e
Alamat domisili MHA ...t
Status pengakuan MHA/: Perda/SK Bupati *) No. ............ tanggal
tentang .............

(Copy terlampir)

S. Nama Komunitas atau lembaga sekitar yang berbatasan keberadaan MHA:

.............................................................

....................................................................

PN

....................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

6. Proﬁl MHA meliputi: Sejarah, Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Hukum
Adat termasuk kearifan lokal (uraikan secara singkat atau dapat dilampirkan)

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................

B. Data Objek Hutan Hak
1. Letak dan luas
a. Kampung/Dusun
b. Desa
c. Kecamatan
d. Kabupaten
e. DAS
Luas D rrereereeienenas ha
2. Batas-batas
a. Sebelah Utara

.................................................................

................................................................

.................................................................

.................................................................

................................................................

-

................................................................



b.

C.

d. :
Bukti Penguasaan Tanah:

nho

c.
d
€.
f.
g

i.

. Kelerengan : kisaran

Sebelah Selatan :
Sebelah Timur
Sebelah Barat

................................................................

.................................................................

................................................................

................................................................

Status Kawasan : Kawasan hutan negara/Areal Penggunaan Lain *)
Kondisi fisik

b.

Tutupan lahan  : e
Ketinggian D, " evesernrerereresnsenernsne dpl
........................ %

Topografi dominan : datar/bergelombang/berbukit/curam *)
Jarak dengan mata air/sungai/pantai o) IR eeeeens m

. Jenis pohon dominan :

..................................................................
..................................................................
..................................................................

.................................................................

..................................................................
------------------------------------------------------------------
..................................................................

..................................................................

Pemukiman, Fasum, fasos

6. Fungsi objek hutan hak yang diinginkan: Hutan Konservasi/Hutan
Produksi/Hutan Lindung *)

7. Peta lokasi objek hutan hak: (apabila tidak muat pada kolom ini, peta dapat
dilampirkan)

8. Produk hukum daerah pengakuan Wilayah Adat atau Hutan Adat (Khusus untuk
permohonan hutan adat)

- Bentuk produk hukum daerah: Perda/SK Bupati/SK Gubernur *)

SNOMOT & e
STanggal ...
(Copy terlampir)
.................. 3 cerrerneeneeannnn. 200,
Pemohon,

...................................................

*) coret yang tidak periu




LAMPIRAN 2

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN

NOMOR :9-1/?SKL/S<&/\¢QM.i/a./aaé.
TANGGAL : & Rprunct 3016

SURAT PERNYATAAN
Pada hari ini ....................... tanggal ........cccevveveeees Bulan .................. Tahun
............................ , Saya yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama e
NoKTP i e
Alamat e
Jabatan TR PRURRt (khusus pemohon badan
hulkum dan MHA)

Menyatakan :
bahwa wilayah adat/ hutan adat/ tanah yang kami kuasai yang terletak di:
Kampung/ Dusun :

....................................................................

7~ Desa e e
o Kecamatan e
Kabupaten e

Luas D v, ha

adalah benar-benar wilayah adat/hutan adat/tanah *) kami, dan bersedia
ditetapkan sebagai hutan hak dengan fungsi: Lindung/ Konservasi/ Produksi. *)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon:
Materai Rp 6.000,-

(nama/ tanda tangan)

Mengetahui (untuk masyarakat hukum adat):

,‘\

. Lo, (mama) e, (tanda tangan)
2. i, (nama) . (tanda tangan)
e e, (hama) e, (tanda tangan)
A mama) e, (tanda tangan)
S e, (nama) e, (tanda tangan)
*) pilih salah satu

KTUR JENDERAL PERHUTANAN
S{SIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

’
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LAMPIRAN 3

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN

NOMOR : P /PSel /sy 4 Ry YT
TANGGAL  : 1% fbrysy 10U

FORMULIR VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN HAK

A. Data Pemohon
- Nama Pemohon :

....................................................................

- NoKTP

o Alamat

- Jabatan e
(khusus badan hukum dan MHA)

- Nama MHA : ;

....................................................................

B. Letak dan Luas Hutan Hak
- Desa/ Kampung:
- Kecamatan
- Kabupaten
- Propinsi
©ODAS
- Luas e ha

....................................................................
....................................................................
....................................................................

....................................................................

B. Penilaian Kelengkapan Dokumen Subjek Hutan Hak (Pemohon)

1. Data subjek hutan hak : g ada o tidak o diisi lengkap o
tidak lengkap

2. Copy KTP Pemohon !0 ada o tidak 0 masih berlaku
0 kadaluarsa :

3. Copy akte perusahaan: o ada o tidak ovalid o tidak valid

4. Status pengakuan (khusus MHA) ! odiakui o tidak

5. Copy Perda/SK Bupati Pengakuan MHA : 0 ada 0 tidak ada

C. Penilaian Kelengkapan Dokumen Objek Hutan Hak

1. Data objek hutan hak : g ada o tidak o diisi lengkap o tidak
lengkap

2. Copy bukti kepemilikan : o ada o tidak ada

3. Copy Perda/SK Bupati wilayah adat/hutan adat (khusus MHA): o ada
o tidak ada

4. Peta hutan hak (hard copy): pbada o tidak
S. Peta hutan adat ditandatangani oleh Kepala Daerah: o ya o tidak

D. Catatan-Catatan Tambahan Penilaian :
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E. Kesimpulan hasil Penilaian Dokumen Permohonan Hutan Hak :
0 Dokumen permohonan hutan hak dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi
dan validasi.
o Dokumen permohonan hutan hak dikembalikan untuk dilengkapi.

Mengetahui; 00 s teeereeeetiensaetenenanans 200...

Direktur ......cccoevvviviriineninnnnnnnn, Petugas Penilai

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

HADI DARYANTO
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' LAMPIRAN 4

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
NOMOR :

TANGGAL
BERITA ACARA
VERIFIKASI HUTAN HAK
Pada hari ini ................. tanggal ... Bulan ................... Tahun
............................ , Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No Nama /NIP Instansi Jabatan dalam Tim
Berdasarkan .......ccocecoceeviieeneieiiiennniin, Nomor: ......ccoceuueneen... tanggal ............. , telah
melakukan verifikasi hutan hak/adat selama ...... hari terhitung mulai tanggal .............. s.d
.................... 200..., atas nama pemohon:

Nama 1

NOKTP i e eee e e e e e e e e

Alamat R TTUOTNN

Jabatan ..., (khusus pemohon badan hukum dan MHA)
Nama MHA e, (khusus pemohon MHA)

Dengan hasil sebagai berikut :
1. Bahwa subjek dan objek hutan hak memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku,
sebagaimana hasil verifikasi terlampir.
2. Bahwa hutan hak yang dimohonkan yang terletak di:
Kampung/dusun : .........cocoooiiiiiiiiieeeeeeeeee e,
Desa e
Kecamatan ST OPP
Kabupaten D et et e e e e et e e e ennnns
Luas D nereeneas ha
dengan batas-batas:
sebelah utara D e st e ere st et e e e nrre e e raeenannnns
sebelah selatan D e et et et e e e e e e e enns
sebelah timur
sebelah barat D et ettt e e e e aeas
sebagaimana peta terlampir adalah benar milik atau dikuasai pemohon
3. Bahwa hutan hak yang dimohonkan terletak di luar kawasan hutan seluas .............. ha
dan di dalam kawasan hutan seluas ....................... ha.
4. Kondisi tutupan lahan: Berhutan / Tidak berhutan *)
S. hutan hak tersebut direkomdasikan untuk diubah status dari hutan Negara menjadi
hutan hak dan tetap dimasukan dalam kawasan hutan sesuai dengan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku.

.....................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Menyetujui; Ketua Tim Verifikasi
Pemohon

¥) pilih salah satu atau disajikan dalam persentase
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LAMPIRAN 5

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR

TANGGAL

FORMULIR VERIFIKASI HUTAN HAK

I. Data Pemohon

Nama Pemohon :
No KTP

Alamat

Jabatan

....................................................................
---------------------------------------------------------------------
.....................................................................

....................................................................

(khusus badan hukum dan MHA)
Nama MHA :

....................................................................

(khusus MHA)

II. Letak dan Luas Hutan Hak

Desa :
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
DA S e —————
Luas D vreeeneneneeneneae, ha

....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

IIl. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Hak Perseorangan/ Badan
Hukum, sebagai berikut:

1.

Terdapat hak atas tanah yang dimiliki oleh perseorangan/badan
hukum/masyarakat hukum adat yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen
tertulis atau bukti-bukti tidak tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan :

D ada o tidak o valid o tidak valid

2. Terdapat tanah yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan :

3.

D ada o tidak o valid o tidak valid

Surat pernyataan dari perseorangan/badan hukum untuk menetapkan
tanahnya sebagai hutan hak :

0 ada o tidak o valid o tidak valid

IV. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Adat

1.

2.

3.

Terdapat masyarakat hukum adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh
Pemerintah Daerah melalui produk hukum daerah :

o ada D tidak o valid o tidak valid
Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa hutan :
o ada o tidak o valid o tidak valid

Surat pernyataan dari ketua adat untuk menetapkan tanahnya sebagai hutan

o ada p tidak o valid o tidak valid
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V. Catatan-Catatan :

VI. Kesimpulan hasil verifikasi : o valid o tidak
Mengetahui:
Pemohon,
(e )

I (nama) et e, (tanda tangan)
2. (nama) e, (tanda tangan)
S s (nama) et e, (tanda tangan)
G e (nama) e (tanda tangan)
R (namﬂt) .......................... (tanda tangan)

INDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN HEMITRAAN LINGKUNGAN

Dr.dr. Ing. Hadi Daryants;
NIP. 19571020 1@8203 1 002"



